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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN YANG DITETAPKAN DI DALAM 

PERDA NO. 12 TAHUN 2010 KOTA PALEMBANG 

Nani Sugiarti 

Pajak adalah  iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah yang dipaksakan 

berdasarkan undang-undang, tanpa kontraprestasi secara langsung kepada 

individual, untuk pembiayaan penyelenggaraan  pemerintahan guna kepentingan 

umum. Pajak Restoran adalah Pajak Daerah yang ditarik dari pelayanan yang 

disediakan  oleh  restoran, Pelayanan meliputi penjualan makanan atau minuman 

yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun 

ditempat lain termasuk catering dan jasa boga. 

Permasalahan  dalam  skripsi  ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan Pajak 

Restoran yang ditetapkan di dalamPeraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kota 

Palembang dan Apakah Faktor-faktor yang menjadi kendala didalam penetapan 

pajak restoran di Kota Palembang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pajak Restoran yang 

ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kota Palembang dan 

Faktor-faktor yang menjadi kendala didalam menetapkan Pajak Restoran di Kota 

Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat 

deskriptif, yaitu menyajikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala 

tertentu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan 

dan penelitian lapangan yaitu  mengumpulkan data primer dan data sekunder 

selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskripsi dan 

pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu pada tahun 2013-2015 pajak restoran 

mampu  melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang. 

Tetapi pada tahun 2016- 2017 pajak restoran gagal untuk mencapai target yang 

ditetapkan Pemerintah, namun pada tahun 2018 pajak restoran kembali mencapai 

target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang dengan realisasi sebesar 

sebesar 106,75% dari target yang dianggarkan. Faktor yang menjadi kendala 

didalam penetapan Pajak Restoran di Kota Palembang yaitu Wajib Pajak yang 

bersikap curang atau tidak jujur dalam melakukan pembayaran pajak, sebagian 

besar wajib pajak tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu, 

wajib pajak yang tidak mengetahui cara membayar pajak,   sistem pembayaran 

pajak restoran yang memerlukan banyak proses. 

 

Kata kunci :Pajak dan Pajak Restoran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam tiap-tiap masyarakat hubungan antara manusia dengan manusia yang 

lain selalu ada peraturan yang mengikat yakni hukum. Hukum mengatur tentang 

hak dan kewajiban manusia, seperti  hak untuk memperoleh gaji / upah dari 

pekerjaan yang dilakukan. 

Demikian pula dengan pajak Hak untuk mencari dan memperoleh 

penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban masyarakat untuk 

menyerahkan sebagian pendapatan kepada negara dalam bentuk pajak. Undang-

undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi dengan Falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23A, yang didalamnya 

tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan 

kewajiban perpajakan sebagai kewajban kewarganegaraan. 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, 

yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (prestasi kembali) yang 
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langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

didalam menjalankan pemerintahan.”1 

‘’Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan 

kepada kas negara yang disebabkan suatu keadilan, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, menurut peraturan yang telah ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.’’2 

“Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah yang dipaksakan 

berdasarkan Undang-undang, tanpa kontraprestasi secara langsung kepada 

individual, untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan guna kepentingan 

umum”.3 

“Pajak memiliki fungsi yaitu fungsi yang pertama adalah pajak penerimaan 

(budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna kepentingan umum. Yang kedua pajak 

memiliki fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi, misalnya 

dikenakan pajak yang tinggi untuk minuman keras, agar dapat menekan konsumsi 

yang tinggi terhadap pemakai minuman keras”4 

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10), mendefinisikan 

pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

                                                           
1Rochmat Soemitro, 2014, Asas dan Dasar Perpajakan , malang, Refika Aditama, hlm. 1 
2Siti Resmi, 2010, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7,  Jakarta, Selemba Empat, hlm 7 
3Umar said Sugiarto. 2012,Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Malang, hlm, 276 
4Ibid Hlm.277 
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Kota Palembang merupakan kota yang telah memanfaatkan salah satu 

pendapatan asli daerah (PAD)  yaitu pajak restoran. Pemanfaatan  oleh pemerintah 

daerah tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang melalui Peraturan 

Daerah Nomor 28  Tahun 2009. 

Daerah dilarang  memungut pajak selain dari jenis pajak yang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Restoran. 

Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 

Tahun 2010 adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat 

menyantap makanan dan minuman yang disediakan, dipungut bayaran termasuk 

juga jasa boga dan catering. Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan daerah 

yang penting guna membiayai pelaksaan pembangunan suatu daerah. 

“Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah 

(Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat 

digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.”5 

“Dalam pelaksanaan Pajak Restoran, wajib pajak diberikan kepercayaan 

untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak, sementara 

                                                           
5Mintahari dan Linda Lambey, 2016, Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Emba, vol. 4 

No.2, hlm. 642 
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pihak fiskus diberikan kewajiban untuk melakukan pengawasan, pembinaan 

terhadap wajib pajak dalam membayar pajak.”6 

Berdasarkan  pasal 2 angka (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah Kota Palembang dijelaskan bahwa objek pajak restoran 

adalah “pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan 

restoran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) meliputi pelayanan penjualan 

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di 

tempat pelayanan maupun di tempat lain”. 

Dari latar belakang tersebut di atas, kemudian menarik Penulis untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pajak 

Restoran Yang Ditetapkan Di dalam  PERDA N0. 12 Tahun 2010 Kota 

Palembang.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pajak Restoran yang ditetapkan di dalam 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Kota 

Palembang? 

2. Apakah Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pajak 

Restoran di Kota Palembang? 

 

                                                           
6Yuswanto,2010,  Analisis Penerapan Pajak, Jurnal Pajak, vol. 1 No. 5 hlm 1 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar di dalam 

menguraikan permasalahan tidak terlalu meluas dan menjadi lebih terarah. 

Penelitian ini akan difokuskan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Dimana 

ruang lingkupnya akan membahas mengenai pelaksanaan Pajak Restoran yang 

ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kota Palembang  dan 

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam  pelaksanaan pajak restoran di Kota 

Palembang. 

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Restoran 

yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kota Palembang 

dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pajak restoran di Kota 

Palembang. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah “suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti”.7 

Adapun kerangka konseptual dalam skripsi Kewenangan Pemerintah Kota 

Palembang dalam  menetapkan Pajak Restoran dan Pelaksanaanya adalah  sebagai 

berikut : 

1. Kewenangan  menurut Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan  adalah  kekuasaan Badan dan/atau pejabat 

                                                           
7“Kerangka Konseptual” diakses melalui https://yogipoltek.wordpress.com pada tanggal 

29 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB 

https://yogipoltek.wordpress.com/
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pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam 

ranah hukum publik.8 

2. Pajak adalah  iuran wajib rakyat  kepada pemerintah yang dipaksakan 

berdasarkan pada undang-undang tanpa kontraprestasi (imbalan) secara 

langsung kepada individual, untuk pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah guna kepentingan umum.9 

3. Restoran  menurut pasal 1 ayat (23) Undang-undang Nomor. 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah fasilitas 

penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.10 

 

E. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, “metode penelitian merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.11 

 

1. Sifat dan Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, yang 

meliputi penelitian tentang identifikasi hukum dan efektivitas hukum 

yang bersifat deskriptif, dimana Penulis menggambarkan hasil data-

data yang diperoleh di lapangan. 

2. Sumber Data 

                                                           
8Lihat di Undang-undang Nomor 30. Tahun 2014 
9Umar Said Sugiarto, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Malang, Sinar Grafika, hlm 276 
10Lihat di Undang-undang Nomor 28. Tahun 2009 

11“Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, 

Analisa, Para Ahli” diakses melalui https://www.gurupendidikan.co.id pada 

tanggal 29 Oktober 2019 pukul 20.22 WIB 

https://www.gurupendidikan.co.id/
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Sumber data yang diperoleh Penulis merupakan sumber data primer, 

yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang 

didapat dari hasil wawancara. 

Sedangkan sumber data sekunder meliputi : 

a) Bahan hukum  primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

yang terdiri atas Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 

tentang Pajak Restoran, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, peraturan-peraturan dan lain-lain. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang seperti 

buku-buku tentang Pajak , dan lain-lain. Selain buku hukum, penulis 

juga mengambil bahan hukum sekunder dari hasil penelitian. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan  lebih lanjut dari bahan hukum  primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, bulletin dan internet. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat, Penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a) Metode Penelitian Kepustakaan 
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“Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari ketentuan Perundang-undangan,  buku-buku, 

dokumen resmi, dan hasil penelitian”.12 

b) Metode Penelitian Lapangan 

“Data primer yang diperoleh dari  penelitian yang dilakukan secara 

langsung terlibat dengan masyarakat”.13 

4. Alat Pengumpulan Data 

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan 

menjelaskan gambaran tentang kewenangan pemerintah Kota  

Palembang  dalam  menetapkan Pajak Restoran dan pelaksanaanya. 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab, yang terdiri dari : 

Bab I : Pendahuluan 

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, 

kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang  kerangka teoritis, dimulai dengan Pengertian dan 

fungsi pajak, Jenis-jenis pajak, Asas-asas pemungutan pajak dan Sistem 

pemungutan pajak 

.Bab III: Pembahasan 

                                                           
12Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.18 

13Ibid.hlm 19 
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Berupa penjelasan teoritik secara kualikatif, dengan menganalisis 

permasalahan yang dikemukakan menggunakan data yang diperoleh dari 

lapangan. 

Bab IV : Penutup 

Berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil 

penelitian. 
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